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Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan

Yth. Pimpinan dan Anggota DPR RI
Serta hadirin yang kami muliakan

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini
dalam keadaan sehat wal'afiat, guna melaporkan hasil pembahasan Uji Kelayakan
terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung
Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Ill DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Surat Komisi Yudisial yang disampaikan kepada Pimpinan DPR RI
dengan Surat No. 1653/PIM/RH.01.07/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024, perihal
Pengusulan Nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung
Tahun 2024, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Pimpinan DPR RI No.
T/431/PW.11.01/08/2024 tertanggal 20 Agustus 2024, Perihal Penugasan
Pembahasan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Pada Mahkamah Agung RI
Tahun 2024, bahwa Komisi Il DPR Rl mendapatkan penugasan untuk melakukan
pembahasan terhadap 9 (sembilan) orang Calon Hakim Agung dan 3 (tiga) orang
Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung, sebagai berikut:

A. Calon Hakim Agung Kamar Pidana

No Nama Jabatan
1 | Abdul Azis, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Medan

2 | Annas Mustagim, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

3 | Aviantara, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Manado

B. Calon Hakim Agung Kamar Perdata
No Nama Jabatan
1 | Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. | Panitera Muda Perdata MA Rl




C. Calon Hakim Agung Kamar Agama

No Nama Jabatan
1 | Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda

D. Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara

No Nama Jabatan
1 | Dr. Mustamar, S.H., M.H. Inspektur Wilayah lll Badan Pengawasan
MA RI
E. Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (khusus pajak)
No Nama Jabatan
1 | Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., | Auditor Utama pada Inspektorat I,
S.H., M.Si.,, M.H. Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan
2 | LY. Hari Sih Advianto, S.S.T., Hakim Pengadilan Pajak
S.H., M.M., M.H.
3 | Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., | Hakim Pengadilan Pajak
Ak., MBA
F. Calon Hakim Ad Hoc HAM pada MA RI
No Nama Jabatan
1 | Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas
M.Hum. Pelita Harapan
2 | Bonifasius Nadya Arybowo, S.H., | Hakim Ad Hoc Tipikor pada
M.H.Kes. Pengadilan Negeri Bandung
3 | Dr. Mochammad Agus Salim, Dosen S-2 Fakultas Hukum
S.H., MH. Universitas Trisakti

Selanjutnya, dapat - kami sampaikan secara singkat pelaksanaan tahapan Ui
Kelayakan terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM pada
Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. Komisi Il DPR RI melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 19 Agustus 2024 untuk
membicarakan tahapan Uji Kelayakan diantaranya membahas rancangan
mekanisme dan tata tertib, rancangan jadwal, rancangan pengumuman dimedia
cetak dan rancangan judul makalah.

2. Pada tanggal 26 Agustus 2024, dilakukan pengambilan nomor urut oleh para calon
dan dilanjutkan dengan pembuatan makalah yang ditujukan untuk mengetahui
mengenai Visi dan Misi apabila calon terpilih menjadi Hakim Agung dan Hakim Ad
Hoc HAM pada Mahkamah Agung.

3. Namun demikian, setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap Calon
Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial tersebut, ditemukan fakta bawah
terdapat 2 (dua) Calon Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara (Khusus
Pajak), yaitu atas nama :

a. L.Y. Hari Sih Advianto, $.5.T., S.H., M.M., M.H. dilantik menjadi Hakim Pajak
sejak tahun 2016 (baru 8 tahun sebagai hakim);

b. Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., Ak., MBA mulai menjadi hakim pajak sejak
tahun 2010 (14 tahun sebagal haklm) meskipun yang bersangkutan pernah
menjadi Ketua Pengadilan Pajak Tahun 2015.
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Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) Calon
tersebut terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai Hakim Agung sebagaimana
yang telah ditentukan dalam Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu berpengalaman
paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan
perundang-undangan.

Menyikapi hal tersebut, selanjutnya Komisi Ill DPR RI melakukan Rapat Internal pada
tanggal 28 Agustus 2024 dan berdasarkan pendapat serta pandangan dari 9
(sembilan) fraksi yang ada di Komisi Il DPR RI, menyepakati untuk tidak menyetujui
seluruhnya Calon Hakim Agung dan Hakim Agung Ad Hoc HAM pada Mahkamah
Agung Tahun 2024 yang diajukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Pimpinan dan Anggota DPR Rl yang Kami muliakan,

Proses Uji Kelayakan terhadap calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM ini
merupakan rangkaian dalam memberikan Persetujuan sebagaimana diamanatkan
dalam UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Komisi Ill DPR
Rl menyadari dan memahami bahwa pengalaman, kecakapan, kemampuan, wawasan
kebangsaan, integritas dan moral Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
merupakan prasyarat penting untuk menjadi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada
Mahkamah Agung.

Demikian laporan Komisi Ill DPR Rl mengenai hasil Uji Kelayakan terhadap Calon
Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2024, dan
selanjutnya kami serahkan kepada Rapat Paripurna ini guna mendapatkan
persetujuan.

Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan
penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu Komisi Il DPR RI dalam

melaksanakan tugasnya melakukan Uji Kelayakan Calon Hakim Agung ini, termasuk
dari media cetak dan elektronik serta seluruh elemen masyarakat.

Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

PIMPINAN KOMISI lll DPR RI
WAKIL KETUA,

g

Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.




